
 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA 
NOMOR 07 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LINGGA 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan non medik, maka 
dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2006 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik; 

 
  b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59 ayat 
(1) menyatakan bahwa penerimaan daerah tidak dapat 
dipergunakan langsung  untuk pengeluaran; 

 

  c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan 
b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lingga. 

 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4237); 

 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 
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  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi 
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4341); 

 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 

  7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 

  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
1980 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun !980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3169); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169 ); 

 

                       13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 


